
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia

a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung berwenang

mengatur pengadaan hakim;

b. bahwa pengadaan hakim dilakukan mela1ui pemenuhan

kebutuhan calon pegawai negeri sipil;

c. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017

tentang Pengadaan Hakim sudah tidak lagi memenuhi

kebutuhan Mahkamah Agung saat ini;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang

Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim;
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Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4958);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang­

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5077);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5079);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 ten tang Perubahan Kedua atas Undang­

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
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Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5078);

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang

Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;

9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916);
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Pasall

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud

dengan:

1. Hakim adalah Hakim pada lingkungan Peradilan

Umum, lingkungan Peradilan Agama, dan

lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang

berada di bawah Mahkamah Agung.
2. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga

Negara Republik Indonesia yang telah dinyatakan

1010sse1eksi pengadaan pegawai negeri sipil.

3. Calon Hakim adalah Pegawai Negeri Sipi1 yang

berasal dari Analis Perkara Peradilan tahun 2021.

4. Pengadaan Hakim adalah kegiatan untuk mengisi

kebutuhan Hakim yang berasa1 dari pegawai negeri

sipil.

5. Pendidikan Calon Hakim adalah suatu proses

pembe1ajaran untuk menghasilkan Hakim yang

menguasai bidang teknis dan manajemen peradilan.

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 527), diubah

sebagai beriku t:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MAHKAMAHAGUNG TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURANMAHKAMAHAGUNG NOMOR 2 TAHUN

2017 TENTANGPENGADAANHAKIM.

11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017

tentang Pengadaan Hakim (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 527);
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a. perencanaan;

b. pengumuman Pengadaan Hakim;

c. pelamaran;

d. pelaksanaan seleksi;

e. pengumuman hasil seleksi;

f. Pendidikan Calon Hakim; dan

g. pengangkatan sebagai Hakim.

Pasal3

Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2)dilakukan melalui tahapan:

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasa12

(1) Mahkamah Agung melaksanakan Pengadaan Hakim.

(2) Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diseleksi dari Calon Hakim yang berasal dari

Analis Perkara Peradilan yang telah diangkat sebagai

Pegawai Negeri Sipil dari penetapan kebutuhan

Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2021 dan

memenuhi kualifikasi sebagai Calon Hakim di

lingkungan Mahkamah Agung.

(3) Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan secara transparan, akuntabel

dan partisipatif serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2

berbunyi sebagai berikut:

6. Analis Perkara Peradilan adalah pegawai negeri sipil

yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang

dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang

untuk melaksanakan kegiatan analisis dan

penelaahan perkara peradilan.
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Pasal II

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Pasal 7

(1) Ketua Mahkamah Agung mengusulkan Calon Hakim

yang telah lulus Pendidikan Calon Hakim kepada

Presiden untuk diangkat menjadi Hakim.

(2) Calon hakim yang tidak lulus Pendidikan Calon

Hakim tetap sebagai Analis Perkara Peradilan.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

4. Pasal6 dihapus.
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LIA CAKRAWALA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 683

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

TID

WIDODO EKATJAHJANA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Juni 2021

KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA,

TID

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juni 2021

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
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